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INTRUKSI :
1. Pilihlah jawaban yang paling tepat
2. Dilarangan menyalin, mengcopy-paste jawaban dari teman
3. Dikumpul sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
4. Menggunakan word

SOAL :
1. Jelaskan pentingnya KEMITRAAN bagi Pemerintah Daerah ?
2. Program Kemitraan tidak selalu menguntungkan pemerintah daerah. Bagaimana langkah pemerintah daerah supaya tidak mengalami kerugian pada program kemitran ini ?
3. Jelaskan Mekasnisme penerbitan obligasi daerah ?
4. Jelaskan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk aktivitas lindung nilai (hedging)?
5. Bagaimana Prosedur Revaluasi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah
6. Sebutkan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Aset aset daerah utntuk pemanfaatnnya.




JAWABAN
1. Kemitraan pemerintah daerah merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri berbagai permasalahan daerah berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan sosial dan kemasyarakatan sarana prasarana dan sebagainya tidak mampu diatasi melalui APBD saja oleh karena itu perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah dilihat dari perspektif manajemen keuangan daerah. Kementerian pemerintah daerah ini juga memiliki makna strategis sebagai upaya menghemat APBD di satu sisi tetapi di sisi lain daerah mampu melakukan akselerasi pembangunan sebenarnya pemerintah daerah Tidak harus berorientasi untuk meningkatkan volume anggaran setinggi-tingginya karena yang terpenting bagi pemerintah daerah bukanlah memperbesar volume APBD setinggi-tingginya tetapi tercapai kesejahteraan masyarakat titik-titik untuk mencapai tujuan tersebut tidak harus seluruhnya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD titik. Bahkan yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan daerah, mendorong perkembangan sektor swasta serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di daerah.Pemerintah daerah harus mampu mendorong dan menggerakan sektor swasta dan masyarakat daerah untuk melakukan pembangunan daerah Hal ini di samping akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga akan menambah menumbuhkembangkan sektor swasta. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemandirian perekonomian daerah perbaikan infrastruktur pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumah dan terbentuknya masyarakat yang Berdikari atau self help community. Pembangunan infrastruktur publik tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui APBD tetapi dapat melibatkan pihak swasta dan swadaya masyarakat melalui program kemitraan. Jika pihak swasta dan masyarakat dilibatkan dalam kerjasama Pembangunan Daerah, maka pemerintah daerah dapat menghemat APBD dan mengalokasikannya pada sektor lain yang lebih penting. ( Buku hal 176).

2. Disamping memberikan keuntungan yang potensial, kemitraan pemerintah daerah juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian dan salah satunya adalah meningkatnya risiko politik dan kehilangan kontrol oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sepenuhnya di bawah kendali pemerintah. Setelah dikerjasamakan, maka sebagian atau seluruh kendalinya harus dialihkan kepada mitra kerja, meningkatkan biaya yang disebabkan karena estimasi harga biaya yang tidak akurat; kualitas pelayanan yang turun jika terjadi nyata Mitra yang dipercaya tidak komentar wanprestasi atau bangkrut. Memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses pemilihan pemenang tender. Pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan dengan melakukan kemitraan dengan sektor swasta apabila beberapa kondisi terpenuhi titik jika kondisi itu tidak terpenuhi maka kemitraan berpotensi kurang Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah titik kondisi tersebut antara lain :
A. Pelayanan atau program tersebut tidak dapat disediakan dengan pembiayaan atau keahlian yang dimiliki pemerintah daerah sendiri 
B. Pihak swasta akan dapat memberikan hasil atau kualitas pelayanan yang lebih baik daripada jika disediakan sendiri oleh pemerintah. 
C. Dengan dikerjasamakan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah. 
D. Terdapat dukungan atau keberterimaan dari penerima layanan publik atau masyarakat atas keterlibatan pihak swasta atau Vektor ketiga dalam penyediaan layanan tersebut. 
E. Terdapat pasar penyedia layanan sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat. 
F. Tidak ada hambatan hukum dan politik atau skema kemitraan.
G. Output dari pelayanan dapat diukur dan ditentukan harganya secara akurat. 
H. Biaya pelayanan dapat dipulihkan melalui penerapan tarif pada pengguna layanan
I. Peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui program kemitraan (Hal187)

3. Untuk pembiayaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang Rupiah penerbitan obligasi daerah dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Obligasi daerah yang diterbitkan dapat berupa obligasi dengan sistem bunga maupun obligasi berbasis Syariah titik penerbitan obligasi daerah tersebut disamping harus memenuhi persyaratan pinjam daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan ditetapkan dengan peraturan daerah titik karena obligasi daerah tersebut mekanisme penjualan dilakukan melalui pasar modal Maka sebagai persyaratan tambahan, obligasi daerah harus juga mematuhi undang-undang yang berlaku di pasar modal. (Hal, 167)

4. Lindung Nilai atau hedging adalah strategi yang digunakan untuk melindungi nilai dari aset aset yang dimiliki oleh perusahaan dari kerugian yang terjadi akibat resiko yang ada. Penerapan hedging yang efektif sangat dipengaruhi oleh tingkat penerapan manajemen risiko dari entitas yang bersangkutan. Dimana hedging  merupakan tindak lanjut dari proses manajemen risiko.Untuk dapat melakukan hedging  yang efektif, manajemen risiko harus mempelajari objek yang akan di lindungi nilainya. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya perbedaan karakterdari objek yang akan di hedging atau dilindungi nilainya dengan karakter dari resiko yangdapat terjadi pada objek tersebut. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah denganmembuat profil resiko dari item yang akan dihedging tersebut. Berdasarkan beberapa artikel yang diperoleh penyusun, dapat simpulkan bahwa untuk membuat profil resiko diperlukanbeberapa langkah, yaitu :Inventarisasi risiko yang mungkin ada Dilakukannya inventarisi atas risiko yang mungkin terjadi, hal ini dilakukan agar tidak ada risiko yang tidak terlindungi nantinya. Sehingga hedging yang dilakukan dapat efisien Mengkategorikan risiko Hal ini dilakukan agar dapat memperhitungkan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang ada. Dengan mengelompokan risiko, entitas dapat mempertimbangkan alat apa yang instrument apa yang pas guna mengurangi risiko tersebut. ( https://infrensi.iainsalatiga.ac.id) 

5. Prosedur dan sistem dari akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa subsistem yang dan prosedur menurut Permendagri nomor 13 tahun
Terdiri dari :
1. Prosedur akuntansi penerimaan kas 
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas 
3. Prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah empat prosedur akuntansi selain kas (LMS Pertemuan 10)
· Sistem akuntansi aset merupakan salah satu dari empat unsur utama sistem akuntansi pemerintah daerah tiga unsur sistem akuntansi pemerintah daerah lainnya dalam sistem akuntansi penerimaan kas sistem akuntansi pengeluaran kas komandan sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang Ketentuan mengenai :
1. Prosedur pengadaan barang 
2. Prosedur penyimpanan dan penyaluran 
3. Prosedur pemanfaatan 
4. Prosedur pemeliharaan 
5. Prosedur tuntunan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan prosedur Perubahan status hukum ( Buku Hal. 153)

6. Salah satu aspek penting untuk optimalisasi keuangan daerah adalah adanya sistem manajemen aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Manajer publik di pemerintah daerah perlu mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal. ( Buku Hal159).

· SUMBER 	No 1,2,3 dan 5 : Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga
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